BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Posbakum di Pengadilan Negeri Pulau Punjung secara formal
telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum. Layanan Posbakum mencakup
pemberian informasi hukum, konsultasi, nasihat hukum, serta
pendampingan dalam penyusunan dokumen hukum bagi masyarakat
yang tidak mampu. Selain itu, Posbakum bertujuan untuk memastikan
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh akses hukum secara
adil, profesional, dan transparan tanpa terhalang oleh keterbatasan
ekonomi. Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat tidak paham
mengenai Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pos Bantuan
Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di
Pengadilan Negeri Pulau Punjung adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu
b. Sebagai Keterbatasan Akses dan Informasi Klien
c. Keterbatasan Akses dan Informasi Klien
3. Upaya yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Pulau Punjung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu:
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a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengaturan Waktu Layanan
b. Penguatan Sistem Pendataan dan Standarisasi Informasi Klien
c. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dan Aparatur Pengadilan
d. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat
B. Saran
Pemerintah Untuk melakukan upaya yang telah diketahui kendala-
kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri
Pulau Punjung melalui wawancara penulis maka dijelaskan pula upaya-
upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Posbakum.
Upaya mengatasi kendala tersebut berupa :
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pengadilan Negeri Pulau Punjung perlu terus meningkatkan
kompetensi petugas Posbakum melalui pelatihan berkala, workshop,
dan pembekalan teknis mengenai prosedur hukum, komunikasi dengan
masyarakat, serta pemahaman terhadap hak-hak pencari keadilan. Hal
ini bertujuan agar petugas Posbakum dapat memberikan layanan hukum
yang lebih profesional, cepat, dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengadilan perlu memperluas dan memperkuat kerja sama kelembagaan
dengan lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, maupun unit
advokasi hukum perguruan tinggi. Kerja sama ini sebaiknya dituangkan

melalui perjanjian resmi dan dievaluasi secara berkala agar keberadaan
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Posbakum lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau
masyarakat yang lebih luas.
. Peningkatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan

Agar masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan Posbakum,
perlu dilakukan sosialisasi secara intensif melalui berbagai media, baik
cetak, elektronik, maupun melalui kegiatan langsung di masyarakat.
Informasi yang jelas mengenai jam layanan, prosedur pengajuan
bantuan hukum, dan jenis layanan yang tersedia akan meningkatkan
akses  masyarakat terhadap  Posbakum.  Pengadilan  dapat
mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung
layanan Posbakum, misalnya melalui konsultasi hukum daring,
pembuatan dokumen hukum secara digital, atau penyediaan informasi
hukum melalui aplikasi atau website resmi pengadilan. Inovasi ini akan
mempermudah akses masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di
daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu.
. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

Pengadilan disarankan untuk melakukan evaluasi rutin dan
monitoring terhadap pelaksanaan Posbakum, baik dari sisi kualitas
layanan, jumlah pengguna, maupun efektivitas kerja sama
kelembagaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi masalah
sejak dini dan memperbaiki layanan agar tetap relevan dengan

kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
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